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Abstrak
 

Pembangunan ekonomi berdampak pada timbulnya kejahatan korporasi di masyarakat yang tanpa disadari

telah merugikan masyarakat. Kejahatan ini salah satunya adalah kejahatan di Pasar Modal. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui kapan suatu keterbukaan informasi dari suatu korporasi dalam hal penawaran

umum dapat dikategorikan sebegai penyesatan informasi terhadap publik, siapa pihak yang berwenang

melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila ada dugasn terdapat penyesatan keterbukaan informasi

terhadap publik dalam penawanan umum, dan bagaimana penyelesaian dalam hal adanya dugaan penyesatan

keterbukaan informasi yang dilakukan oleh korporasi dan tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi

para pembeli saham. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis

ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran

Umum di Pasar Modal, dengan contoh kasus PT Adaro dan Penegakan hukum pidana oleh Bapepam.

Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji data sekunder yang

berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal dilengkapi dengan

data primer berupa wawancara kepada beberapa pihak. Penelitian ini sampai kepada kesimpulan, korporasi

melakukan penyesatan informasi kepada publik karena tidak menyampaikan fakta material dari segi hukum

di dalam prospektus walaupun korporasi telah menyampaikan laporan keuangan kepada publik,

penyelidikan dilakukan oleh kepolisian, penyidikan dilakukan oleh Bapepam berkoordinasi dengan

kepolisian selaku korwas, sanksi yang sering diterapkan oleh Bapepam adalah sanksi administratif walaupun

adanya sanksi pidana. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan hal-hal sebagai berikut; perlunya

diamandemen UUPM dengan memasukkan upaya pengembalian kerugian korban melalui disgorgement, di

reposisinya Bapepam dan dijadikan satu atap dengan kepolisian dan kejaksaan, sena Bapepam harus

bijaksana dalam penegakan hukum dengan tidak hanya melindungi investor namun juga masyarakat.

The development of economics has an impact on the corporate crime in the society that unconsciously have

becn caused a loss to the society. One type of this crime is a Capital market. This research has a purpose to

know when an disclosure from a Corporation in the case of initial public offering can be categorized as

misleading information to public, who the authorised side carries out preliminary investigation and

investigation if having the assumption is gotten misleading information against the public in the public offer,

and how solution in the matter of the existence of the assumption misleading information that is carried out

by the Corporation and the action that can be done to protect the buyers of the share. This Research has the

character of descriptive analytical that is depicting and analysing of law the rules of disclosure in order to

initial public offering in Capital market, with the example of the PT. Adaro case and criminal Law

Enforcement by Bapepam. The research that uses the juridical approach normative that is by studying the

secondary data that is linked with disclosure in initial public offering in Capital Market; is supplemented

with the primary data take the form of the interview to several sides. This Research till to conclusion,

Corporation conducts misleading information to the public because not submit the material fact from the
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aspect of the law in the prospectus although Corporation have submitted financial statement to the public,

preliminary investigation is conducted by police force, investigation is conducted by Bapepam coordination

with police force as the supervision co-ordinator, sanction that often applied by Bapepam is administrative

sanction although existence of crime sanction. based on this conclusion can be suggested by matters as

follows; the need in the UUPM arnendment by putting retum efforts of casualties’s loss through

disgorgement, in his re-position of Bapepam and is made to be under the same roof with police and the

attomey general's office, as well as Bapepam must be wise in law enforcement with only do not protect the

investor but also the society.


